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ABSTRACT

The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) has
significantly influenced governance in Indonesia, particularly through the implementation of
E-Government. This study examines the impact of E-Government on transparency and
accountability in public financial management at the regional government level, focusing on
Wawo District, Bima, West Nusa Tenggara. Using a quantitative approach, data was collected
from 40 civil servants through questionnaires and analyzed using descriptive statistics and
simple linear regression. The results indicate that E-Government enhances transparency by
providing open access to financial data and increases accountability through accurate
financial reporting. However, challenges such as limited internet infrastructure and technical
expertise hinder its optimal implementation. These findings highlight the importance of
strengthening E-Government to improve.
Keywords : E-Government, transparency, accountability

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat seiring dengan
era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar, khususnya dalam pengelolaan
pemerintahan di Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah munculnya konsep E-
government atau pemerintahan berbasis elektronik. E-government memanfaatkan teknologi
digital untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, serta
memperbaiki aksebilitas layanan publik. Penerapan sistem E-government ini diharapkan dapat
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya di
tingkat pemerintahan daerah, dengan memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka dalam
mengelola data dan informasi keuangan serta meningkatkan pertanggung jawaban dalam
penggunaan anggaran daerah.

Menurut "Survei E-Government PBB tahun 2022", lebih dari 60% negara anggota PBB
telah meningkatkan penerapan E-government untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
layanan yang lebih nyaman, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, E-government telah
diadopsi melalui berbagai inisiatif, seperti Sistem E-government (SPBE) yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi dan pengelolaan
keuangan daerah (United Nations, 2022). Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan
yang tertuang dalam UU No.1. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka
dan akuntabel ((Risya Nurindahsari & Trisyanto, 2022)).

Penerapan E-government di Indonesia sudah ada sebelum diundangkannya Inpres No.1.
Nomor 3 Tahun 2003, untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan
jaringan telepon. Pemerintah menyadari manfaat penerapan tata pemerintahan yang baik, yaitu
membuka cakrawala baru dalam hal keterbukaan, daya tanggap pemerintah, dan akuntabilitas
pemerintah. Di Indonesia, inisiatif implementasi E-government diluncurkan pada tahun 2001
melalui Instruksi Presiden No.11. 6 Tentang telematika (telekomunikasi, media dan informasi).

Dengan menerapkan sistem E-government, masyarakat dapat memantau kegiatan
pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah.
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Pemanfaatan E-government sendiri dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur
pemerintah, derasnya arus informasi dan hadirnya media yang memenuhi seluruh aspirasi
masyarakat secara keseluruhan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKGQG)
menerbitkan sebuah pedoman good public governance Indonesia yang menjelaskan bahwa
terdapat lima asas yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu transparansi, demokrasi,
akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Dari kelima asas tersebut transparansi
dan akuntabilitas mengandung unsur pengungkapan (disclosure), penyediaan informasi
memadai yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Wilopo, 2017). Keterbukaan
informasi dan pengungkapan penting dilakukan oleh pemerintah untuk menarik kepercayaan
dari pemangku kepentingan. Selain itu dengan pengungkapan dan keterbukaan informasi maka
akan meminimalisir tindakan korupsi. Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) juga mengeluarkan instruksi yang mewajibkan pemerintah daerah memperkuat
digitalisasi pengelolaan keuangan melalui sistem E-budgeting dan E-planning (Kementerian
Dalam Negeri, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam tata kelola
pemerintahan yang baik. Transparansi menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi
yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan serta
kebijakan publik. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat. Peningkatan
transparansi melalui E-Government dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan
mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran daerah. Temuan ini sejalan dengan
penelitian di Indonesia yang menemukan bahwa transparansi keuangan daerah melalui E-
government mampu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik
(Cucciniello, Porumbescu, & Grimmelikhuijsen, 2017). Transparansi berperan penting sebagai
jaminan kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dapat diperoleh
dengan mudah, selalu tersedia, dan akurat dalam hal pengelolaan program serta kebijakan
internal di instansi tersebut. Salah satu bentuk transparansi yang sangat penting dan bisa
menimbulkan masalah jika tidak dipublikasikan adalah transparansi anggaran. Keterbukaan
anggaran mencakup akses informasi terhadap sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan,
serta pertanggungjawabannya yang harus jelas, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan
dapat dengan mudah mengetahuinya. Dalam jurnal ISEAS berjudul Public Sector Reforms and
Financial Transparency: Experiences from Indonesian District (Stein dkk, 2009: 65)
menyatakan bahwa, “transparansi seharusnya dapat meningkatkan sistem tata kelola, namun
dokumen negara tetap bersifat rahasia, keinginan politik untuk menerapkan Undang-Undang
Kebebasan Informasi masih kurang, dan pemerintah di berbagai tingkatan menunjukkan sedikit
minat serta kemampuan dalam penganggaran berbasis kinerja.”

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
E-government yang menjadi landasan untuk penerapan E-government di Indonesia. Instruksi
ini menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap lembaga pemerintah dalam
mengembangkan E-government sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional. Tujuan dari
kebijakan ini adalah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk
mendukung pengembangan E-government di seluruh Indonesia, Instruksi No. 3 Tahun 2003
mewajibkan gubernur, bupati, dan walikota untuk mengambil tindakan nyata sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan mereka masing-masing. Setiap daerah diharapkan membuat
rencana aksi khusus dalam mengimplementasikan kebijakan ini, sehingga kebijakan dan
strategi nasional dapat selaras dengan rencana aksi di tingkat pemerintah daerah. Salah satu
dampak positif dari penerapan E-government adalah terciptanya transparansi informasi publik,
yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, E-
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government juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi
kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi
penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali masih memiliki
keterbatasan akses jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya. Selain itu, keterbatasan
sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam mengelola sistem FE-government
menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan .
Tantangan ini juga dirasakan di Kecamatan Wawo, yang masih menghadapi kendala
infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan E-government secara
optimal. Alasan saya memilih penelitian di NTB, khususnya di Kecamatan Wawo Kabupaten
Bima, adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan E-government terhadap transparansi dan
akuntabilitas keuangan publik di pemerintahan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat
memberikan wawasan mengenai sejauh mana teknologi informasi mampu memperbaiki
pengelolaan keuangan daerah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih,
akuntabel, dan terpercaya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
literatur mengenai dampak E-government dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas
keuangan publik di tingkat daerah, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan implementasi E-government yang lebih optimal.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Agency

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan berkaitan dengan menyelesaikan dua
masalah yang dapat terjadi di dalam hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah
keagenan yang muncul ketika keinginan atau tujuan prinsipal dengan agen bertentangan dan
sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen. Permasalahan
dalam hal ini adalah terbukti bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah
berperilaku dengan tepat. Kedua, masalah pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan
agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Hal ini mengindentifikasikan bahwa
prinsipal dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena preferensi risiko
yang berbeda. Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara prinsipal dan
agen. Hubungan keagenan sebagai kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan
orang lain (agen), untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka. Hal ini melibatkan
pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen,1976).
Prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan sebuah tugas untuk
kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan. Pemerintah
daerah sebagai agen yang diberikan wewenang oleh masyarakat wajib memenuhi keinginan
dan harapan masyarakat.

Transparansi

Menurut Mahmudi (2016:17), transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan
manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah,
sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan
keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi
sektor publik.

Transparansi adalah mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat
publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi adalah
bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan
mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga
transparansi, keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik (Hoa & Zamor, 2017).
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Transparansi mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan Masyarakat (publik)
sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat,
begitu juga sebaliknya apa yang diinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui
pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut “Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah” mendefinisikan Transparansi
yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Berliana
Rahmiyati, 2022) indikator Transparansi adalah Informatif, Keterbukaan dan, Pengungkapan.
Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pemaparan informasi aktivitas keuangan dan non keuangan
pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas
dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai sebuah pertanggungjawaban, akan tetapi pemberi
artian ini dapat memburamkan arti kata dari Accountability. Akuntabilitas publik merupakan
sebuah kewajiban pemegang amanah (Agenf) untuk menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas. Kegiatan ini menjadi keharusan sebagai bentuk tanggung
jawab kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban kepada para pemegang Amanah. Pelaksanaan Akuntabilitas
publik pemerintah berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak
publik. Adapun hak-hak publik tersebut yaitu hak untuk tahu (Right to know), hak untuk diberi
informasi (Right to be informed), hak untuk didengar aspirasinya (Right to be heard and to be
listened to) (Mardiasmo, 2018).

Kewajiban mempertanggungjawabkan, menyediakan, melaporkan, dan menyampaikan
seluruh hal yang menjadi kewajibannya pada pihak utama yang memegang hak dan berwenang
untuk meminta pertanggungjawaban merupakan arti dari akuntabilitas (Shara,2020).
Kesimpulannya adalah dalam akuntabilitas, mengelola, melaporkan, dan menyampaikan
semua tugas yang terkait dengan amanah kepada pemberi amanah adalah tanggung jawab
pemangku amanah. Menurut (Berliana Rahmiyati, 2022) akuntabilitas dapat diukur melalui
beberapa indikator antara lain Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses,
Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan publik.

Sistem Informasi E-government

Menurut Abbas (2014:4) E-Government yaitu sebuah aplikasi TI yang berbasis digital
menggunakan internet dengan menggunakan perangkat komputer maupun aplikasi lainnya
yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk digunakan dalam
menyampaikan seluruh informasi yang diperlukan dari pemerintah ke pengguna yang
merupakan masyarakat luas, perusahaan atau badan usaha terkait, pegawai pemerintah, dan
lembaga lainnya yang dilakukan secara online melalui website pemerintah daerah. Dengan kata
lain, E-Government adalah media yang digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi
mengenai aktivitas-aktivitas pemerintahan yang telah, sedang, dan akan berlangsung kepada
pihak yang berkepentingan untuk memberikan kemudahan kepada publik dan terdorong
peningkatan dalam hal demokrasi dan digunakan sebagai salah satu cara penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam menciptakan
pemerintah yang berlandaskan Good governance. Sistem E-Government secara umum di
definisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk
memudahkan pemerintah.(Kumar dan Best dan Heryana (2013:2)). Adapun indikator untuk
mengukur penerapan E-government yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi
dalam suatu pemerintahan menurut (Purwanto &Susanto, 2018), mengidentifikasi delapan
dimensi kepercayaan yang mempengaruhi adopsi layanan sistem informasi E-government oleh
Masyarakat antara lain, Kepercayaan terhadap data yang tersimpan, Kepercayaan pada
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pelayanan, Kepercayaan pada kualitas informasi, Kepercayaan terhadap sistem teknologi
informasi E-government, Kepercayaan pada sistem transaksi, Kepercayaan terhadap instansi
pemerintah penyedia layanan, Kepercayaan pada institusi pendukung layanan, Kepercayaan

pada teknologi.
Kerangka Konseptual
Transparansi
", (¥1)
Sistem informasi E-
goverment
() Akuntabilitas
H,
(Y2)
METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan
menggunakan analisis regresi linier sederhana. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang
digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian
dan menguji hipotesis yang telah dihasilkan sebelumnya. Pendekatan ini mengandalkan
pengukuran numerik untuk penghitungan dan menggunakan statistik untuk membuat
generalisasi dari populasi yang ada (Sampieri, et al., 2013:5). Data kuantitatif dalam penelitian
ini adalah data yang diproses dari jawaban responden yang memenuhi kriteria sampel di
Kecamatan Wawo NTB BIMA.
Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:215), populasi adalah suatu wilayah yang generalisasi yang
terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai atribut dan karakteristik tertentu yang dipelajari
oleh peneliti dan diambil kesimpulannya. Berdasarkan definisi populasi dan judul yang benar,
maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai yang bekerja
di Instansi pemerintah yaitu di Kantor Camat Wawo BIMA. Menurut Sugiyono (2019:127)
sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,
metode yang digunakan adalah Sampel jenuh.
Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:141), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner, sesuai dengan variabel yang berkaitan dengan judul. Oleh karena itu,
metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Teknik pengumpulan
data yang melibatkan penyajian kepada responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan
tertulis. Kemudian akan diuji validitas dan reliabilitas Sugiyono, (2019:142). Dalam alat ini
akan digunakan alat untuk mengukur jawaban pertanyaan kuesioner yaitu dengan metode skala
likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5.
Metode Analisis Data

Menurut Ghozali (2016: 57-147), sebelum menerapkan uji hipotesis, hal pertama yang
dilakukan adalah uji regresi linier sederhana. Pada tahap ini perlu dilakukan uji validitas dan
reliabilitas, serta uji pendahuluan seperti uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji
heteroskedastisitas untuk menguji interaksi antar variabel seperti variabel bebas dan variabel
terikat.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 Hasil Penelitian Analisis Statistik Deskriptif

Variabel Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation
Sistem informasi e-government 2 5 3,85 0,864
Transparansi 3 5 4,38 0,586
Akuntabilitas 3 5 4,47 0,599
N 40

Sumber: Data yang diolah, 2025
Diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden variabel Sistem Informasi E-
government sebesar 3,85 dengan nilai minimum sebesar 2 dan maximum sebesar 5. Rata-rata
tanggapan responden variabel Transparansi sebesar 4,27 dengan nilai minimum sebesar 3 dan
maximum sebesar 5. Rata-rata tanggapan responden variabel Akuntabilitas sebesar 4,47 dengan
nilai minimum sebesar 3 dan maximum sebesar 5. Nilai standar deviasi pada variabel Sistem
Informasi E-government sebesar 0,864; variabel Transparansi sebesar 0,586; variabel
Akuntabilitas 0,599. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini menjelaskan tentang tanggapan
responden pada setiap variabel yang bervariasi.
Uji Kualitas Data
A. Hasil Penelitian Uji Validitas Data
Tabel 2 Hasil Penelitian Uji Validitas Data

Item | Corrected Item-Total Correlation | r Tabel (5%) | Keterangan
X.1 0,75 Valid
X.2 0,71 Valid
X.3 0,69 Valid
X.4 0,69 Valid
X.5 0,64 Valid
X.6 0,62 Valid
X.7 0,62 0,31 Valid
X.8 0,48 Valid
X.9 0,51 Valid
X.10 0,52 Valid
X.11 0,57 Valid
X.12 0,52 Valid
Y1.1 0,77 Valid
Y1.2 0,88 Valid
Y1.3 0,61 Valid
Y1.4 0,82 031 Valid
Y1.5 0,80 ’ Valid
Y1.6 0,38 Valid
Y1.7 0,94 Valid
Y1.8 0,69 Valid
Y2.1 0,70 Valid
Y2.2 0,74 Valid
Y2.3 0,75 Valid
Y2.4 0,66 031 Valid
Y2.5 0,78 ’ Valid
Y2.6 0,87 Valid
Y2.7 0,75 Valid
Y2.8 0,68 Valid
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Item | Corrected Item-Total Correlation | r Tabel (5%) | Keterangan
Y2.9 0,74 Valid
Y2.10 0,72 Valid
Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian validitas, setiap item pada variabel yang diuji
menunjukkan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r tabel (0,31), sehingga
dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang digunakan adalah valid. Pada variabel Sistem
informasi e-government nilai validitas berkisar antara 0,48-0,75, sedangkan pada variabel
Transparansi berkisar antara 0,61-0,94. Untuk variabel Akuntabilitas, nilai yang diperoleh
berada dalam rentang 0,66—0,87. Dengan demikian, semua item dalam penelitian ini dapat
dianggap valid dan layak digunakan untuk pengukuran masing-masing variabel.
B. Uji Reliabilitas
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Cronbach's Alpha | Keterangan
Sistem informasi e-government (X) 0,920 Reliabel
Transparansi (Y1) 0,916 | Reliabel
Akuntabilitas (Y?2) 0,837 Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2025
Pengujian reliabilitas pada variabel penelitian yaitu Sistem Informasi E-government
(x), Transpransi (y,), dan Akuntabilitas (y,), didapatkan nilai Cronbach's Alpha pada setiap
variabel penelitian > 0,60, sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan variabel penelitian adalah
reliabel.
Uji Normalitas
Tabel 4 Hasil Penelitian Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 40
ab Mean OE-7

Normal Parameters Std. Deviation 3.86452280
Absolute .098

Most Extreme Differences | Positive .071
Negative -.098

Kolmogorov-Smirnov Z .098
Asymp. Sig. (2-tailed) .200

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tampilan visualisasi Normal Probability Plot pada hasil uji normalitas
diketahui bahwa data bergerak mendekati, kemudian sedikit menjauh namun data masih
mengikuti garis diagonal, sehingga data tersebut dinyatakan normal. Memperkuat argument
tersebut, pengujian dilakukan dengan nilai residual dengan menggunakan metode One Sample
Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) Test menunjukkan bahwa nilai K-S Z sebesar 0,098 dan nilai
probability adalah 0,200 > 0,05. Hasil pengujian nilai residual menjelaskan bahwa data residual
pengujian berdistribusi normal.
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Uji Asumsi Klasik
A. Uji Multikolinieritas

Coefficients?

Model Unstandardized Standardized t | Sig. Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
(Constant) 16.373 5.464 2.996 |.005
1| Sistem informasi e- 372 109 4853.422|.002 1.000| 1.000
government

Hasil pengujian terhadap ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas
pada model yang digunakan dalam penelitian didapatkan nilai folerance variabel Sistem
Informasi E-government (x) sebesar 1 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1. Hasil tersebut
mengidentifikasi bahwa tidak terjadi korelasi dan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam
regresi yang digunakan dalam menilai variabel Transparansi (y;).
Coefficients?®

Model Unstandardized Standardized t | Sig. Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
1| (Constant) 27.090 5.146 5.264|.000
Sistem informasi e- 358 102 493|3.498|.001 1.000| 1.000
government

Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Data yang diolah, 2025

Hasil pengujian terhadap ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model
yang digunakan dalam penelitian didapatkan nilai tolerance varibel Sistem Informasi E-
government (x) sebesar 1 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1. Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa
tidak terjadi korelasi dan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam regresi yang digunakan
dalam menilai variabel Akuntabilitas (y,).
B. Uji Heteroskedastisitas

Hasil visualisasi yang ditampilkan pada scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar
di atas dan di bawah titik nol (0). Penyebaran titik juga tidak membentuk pola sehingga
disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa model regresi merupakan model yang layak digunakan dalam memprediksi
pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Sistem Informasi E-government. Adapun
hasil uji scalterplot Transparansi dan Akuntabilitas terdapat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2
sebagai berikut.

Scatterplot

Dependent Variable: Transparansi

Regression Studentized Residual
200 O
LX)
[

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1.1 Variabel Transparansi
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Scatterplot
Dependent Variable: Akuntabilitas

Regression Studentized Residual
L]
L]

-3 -2 -1 1] 1 2

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1.2 Variabel Akuntabilitas
Sumber: Data diolah, 2025
Uji Hipotesis
A. Uji Koefisien Determinasi (Uji R?)
Model Summary®

Model R R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 0,4852 0,236 0,215 3.91504
a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi E-government
b. Dependent Variable: Transparansi
Sumber: Data diolah, 2025

Hasil ini menunjukkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,215
(21,5%). Persentase Adjusted R square mengindikasikan bahwa Sistem Informasi FE-
government dipengaruhi oleh Transparansi sebesar 21,5%, sedangkan sisanya sebesar 78,5%
dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti seperti partisipasi publik, budaya
organisasi, kompetensi SDM dan lain-lain.

Model Summary®

Model R R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 0,493 0,224 0,224 3.68728
a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi E-government
b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data diolah, 2025
Hasil ini menunjukkan Nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,224
(22,4%). Persentase R square mengidentifikasi bahwa Sistem Informasi E-government
dipengaruhi oleh Akuntabilitas sebesar 22,4%, sedangkan 77,6%.
B. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients?

Model Unstandardized Standardized t | Sig. Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
1| (Constant) 16.373 5.464 2.996|.005
Sistem informasi e- 372 109 4853.422| 002 1.000| 1.000
government

Dependent Variable: Transparansi
Sumber: Data diolah, 2025
Hasil uji Parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi E-government (p-
value) < 0,05 dengan nilai signifikan 0,005, maka Ho ditolak yang menandakan bahwa variabel
Sistem Informasi E-government berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi.
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Coefficients?

Model Unstandardized Standardized t | Sig. Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
1| (Constant) 27.090 5.146 5.264|.000
Sistem informasi e- 358 102 1493 |3.498.001 1.000| 1.000
government

Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji Parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi E-government (p-
value) < 0,05 dengan nilai signifikan 0,000, maka Ho ditolak yang menandakan bahwa variabel
Sistem Informasi E-government berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas.
Pembahasan
Pengaruh Sistem Informasi E-government terhadap Transparansi

Berdasarkan variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai Sistem Informasi E-
government B (0,372) dengan nilai t-hitung sebesar (3,422) dan Tingkat signifikan sebesar
(0,002) < 0,05). berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan nilai Sistem Informasi E-government 3
(0,358) dengan t-hitung sebesar (3,498) dan Tingkat signifikan sebesar (0,001) < 0,05)
sehingga hasil tersebut dapat disimpulkan berpengaruh positif signifikan variabel. Berarti
bahwa semakin baik penerapan Sistem Informasi E-governmet, maka Transparansi juga
semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Effendi (2019), yang menyatakan
bahwa E-government merupakan alat yang penting dalam meningkatkan transparansi dan
layanan publik di pemerintah daerah. Selain itu penelitian oleh Syamsul (2020) menunjukkan
bahwa Tingkat Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, sehingga
penerapan E-govermment diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan
meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Pengaruh Sistem Informasi E-government terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan variabel penelitian mengidentifikasi nilai Sistem Informasi E-government
B (0,358) dengan t-hitung sebesar (3,498) dan tingkat signifikan sebesar (0,001) < 0,05)
menunjukkan bahwa hasil berpengaruh posistif. Berarti bahwa semakin optimal penggunaan
Sistem Informasi E-government, maka Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin
meningkat. Hasil ini didukung dengan Penelitian Risya Nurindahsari (2022), yang menemukan
bahwa penerapan Sistem Informasi E-government memiliki pengaruh positif terhadap
Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga hasil ini sejalan
dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), E-government
dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai agen dan Masyarakat
sebagai prinsipal sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Penelitian oleh Surasa
(2019) juga menggaris bawahi bahwa meskipun FE-government dapat meningkatkan
akuntabilitas masih terdapat kendala dalam implementasinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sistem Informasi E-government berpengaruh positif terhadap Transparansi.

2. Sistem Informasi E-government berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas.

Keterbatasan

1. Keterbatasan responden penelitian sehingga hasil yang didapatkan mencerminkan
kelompok kecil dan tidak dapat menggeneralisasikan temuan ke populasi yang besar.

2. Keterbatasan variabel penelitian karena dalam penelitian ini hanya meneliti hubungan antara
variabel E-government, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Saran

1. Perlu memperluas jumlah dan cakupan responden agar lebih representatif terhadap populasi
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yang lebih besar.

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat
mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara E-
Government, Transparansi, dan Akuntabilitas.
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